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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang menunjukkan peran serta dari 

seluruh masyarakat dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan. Upaya dalam penerimaan pajak ini semakin 

dominan dalam mengupayakan APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. 

Penerimaan dari sektor perpajakan ini merupakan hal yang sangat penting bagi 

anggaran pendapatan dan belanja. Pajak telah terbukti menjadi sumber utama dalam 

APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan  

masyarakat. Pembiayaan pengeluaran negara yang bersumber dari pajak 

menunjukkan adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita luhur 

dalam Undang-Undang dasar 1945 (Siahaan, 2015). Adapun kontribusi 

penerimaan pajak terhadap APBN dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Kontribusi Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Dalam Negeri 

Tahun 2011-2015 

Sumber: Data Laporan Keuangan Tahunan DJP 2017 

Dari Tabel 1.1, terlihat bahwa pajak memiliki kontribusi yang penting 

terhadap total penerimaan dalam negeri. Dengan kata lain, pajak menjadi 

Tahun 

Penerimaan Pajak 

Direktorat Jenderal 

Pajak Pendapatan 

Dalam 

Negeri 

(triliun Rp) 

Kontribusi (%) 
Tanpa 

PPh 

Migas 

(triliun 

Rp) 

Dengan 

PPh Migas 

(triliun 

Rp) 

A B C D = A : C E = B : C 

2011 669,63 742,72 1.205,35 55,56 61,62 

2012 752,37 835,83 1.332,32 56,47 62,73 

2013 832,65 921,40 1.432,06 58,14 64,34 

2014 897,68 985,13 1.545,46 58,09 63,74 

2015 1.010,75 1.060,86 1.496,05 67,56 70,91 
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sumber pendanaan negara yang sangat strategis dan sangat diandalkan dalam 

menghipun penerimaan negara untuk menggerakkan perekonomian negara. 

Upaya untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak menjadi tantangan yang 

berat bagi pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak.   

Adapun, realisasi pajak terhadap APBN mengalami penurunan setiap 

tahunnya, di mana pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak dari target 

APBN hanya 82%, menurun sekitar 15% selama 5 tahun seperti yang 

disajikan dalam Tabel 1.2 

Tabel 1.2 

Realisasi Penerimaan Pajak dari Target APBN Tahun 2011-2015 

 (dalam triliun rupiah) 

Sumber: Kementerian Keuangan, 2015 

Realisasi penerimaan sektor perpajakan yang terus menurun dalam 5 

tahun terakhir diakibatkan oleh kurang patuhnya Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa faktor yang menyebabkan 

rendahnya kepatuhan Wajib Pajak antara lain karena adanya ketidakpuasan 

dari pihak masyarakat atas pelayanan publik yang tersedia, dalam hal ini 

merupakan birokrasi yang kaku.  

Birokrasi yang kaku tersebut mengakibatkan tidak efisien dan 

efektifnya kinerja aparat pemerintah dalam menjalankan kegiatan 

pemerintahan. Kewenangan dalam mengatur urusan pemerintah sendiri juga 

berkaitan dengan pengambilan keputusan atas pengadaan pelayanan publik. 

Maka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah itu sendiri. Akan 

tetapi pada kenyataannya berbagai keluhan dan masyarakat menjadi suatu hal 

yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Berbagai keluhan atas pelayanan 

Tahun 

Penerimaan 

Pajak 

Target 

Penerimaan  

Pajak terhadap 

APBN 

Realisasi 

Penerimaan Pajak 

terhadap Target 

APBN 

%  Realisasi 

Penerimaan Pajak 

terhadap Target 

APBN 

2011 873,8 742,6 97,2 % 

2012 980,5 835,3 94,4 % 

2013 1.077,3 916,2 92,1 % 

2014 1.146,8 981,9 91,6 % 

2015 1.240,4 1.061,2 82,0 % 
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publik ini dapat  kita lihat pada data tahunan Komisi Ombudsman Republik 

Indonesia. Data keluhan masyarakat Indonesia tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 1.3 

Tabel 1.3 

Substansi Laporan Keluhan Masyarakat Tahun 2017 

No Jenis Dugaan Maladministrasi Persentase Maladministrasi 

1 559 Lap. Penundaan Berlarut 30,7% 

2 455 Lap. Penyimpangan Prosedur 22,0% 

3 285 Lap. Tidak Memberikan Pelayanan 15,7% 

4 187 Lap. Tidak Kompeten 10,3% 

5 104 Lap. Penyalahgunaan Wewenang 5,7% 

6 92 Tidak Patut 5,1% 

7 88 Lap. Permintaan Imbalan, Uang/Jasa 4,8% 

8 33 Lap. Diskriminasi 1,8% 

9 10 Lap. Berpihak 0,5% 

10 6 Lap. Konflik Kepentingan 0,4% 

 Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2017 

Berdasarkan  data pada tabel diatas, mayoritas masyarakat mengeluh 

terhadap penundaan yang larut, hal ini menandakan bahwa proses kerja 

pemerintah sangat lambat dan membutuhkan waktu yang lama keadaan ini 

mencerminkan kurang efektifnya proses kerja pemerintah. Oleh sebab itu 

adanya tuntutan pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan 

bersama, dan terfasilitasinya partisipasi masyarakat terhadap proses kebijakan 

pemerintah, serta efektivitas kerja pemerintah menjadi sangat penting dan 

butuh perhatian pemerintah karena pada kenyataannnya kualitas pelayanan 

publik masih butuh perbaikan dan peningkatan dalam kualitas pelayanannya.  

NPWP merupakan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dan fiskus. 

Bagi Wajib Pajak merupakan sarana untuk memberikan pertanggung jawaban 

terhadap kewajiban perpajakan selama satu periode fiskal, sedangkan bagi 

fiskus merupakan sebagai sarana pemantauan terhadap pemenuhanan 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Secara fisik, SPT merupakan surat yang 

digunakan oleh Wajib Pajak yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia 

melalui Direktorat Jenderal Pajak.  
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Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang 

dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya Wajib Pajak dan calon 

Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku 

seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta 

membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan penegakan hukum dapat 

meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan 

atas keterlambatan pembayaran dan dakwaan pidana dalam hal terjadi 

penyelundupan pajak.  

Berdasarkan undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, 

pemungutan pajak menerapkan self assessment system sehingga kesadaran 

wajib pajak merupakan faktor yang sangat menentukan kepatuhan Wajib 

Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. 

Dinas pelayanan pajak kota Bandung telah menerapkan self assessment 

system dalam penetapan pajak. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberi 

kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, yang 

dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Wajib pajak 

yang melapor SPTPD dengan self assessment system, selalu dianggap benar 

dalam pelaporannya. Namun, baru bisa dibuktikan apakah seperti itu benar 

atau tidak, melalui penelitian dan pemeriksaan  pajak (dikutip dari 

www.pajak.go.id) 

Namun begitu, saat ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong 

rendah. Hal ini terbukti dari catatan dalam Laporan Keuangan Tahunan DJP 

pada tahun 2008 selama ini menunjukkan setiap tahunnya hanya berkisar 

40%-45% saja Wajib Pajak yang memasukkan SPT-nya. Namun, Wajib 

Pajak masih sedikit yang membayar pajak terutang tepat waktu ataupun 

sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini mendorong pemerintah untuk 

melakukan langkah reformasi birokrasi di lingkungannya guna menigkatkan 

angka kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.  

Kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya mengacu pada kepemilikan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tetapi juga mengacu pada Surat Setoran 

Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT). Ketiga produk tersebut memiliki 
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keterkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, yaitu: mendaftarkan, membayar dan melaporkan pajaknya. 

Menurut laman www.pajak.go.id bahwa hingga tahun 2015, sistem 

administrasi DJP mencatat:  

Tabel 1.4 

Data Wajib Pajak di Indonesia 

Hingga Tahun 2015 

 Memiliki 

NPWP 

Wajib Lapor 

SPT 

Lapor SPT 

WP Badan 2.472.632 1.184.816 676.405 

WP OP Karyawan 22.332.086 14.920.292 9.431.934 

WP OP Non Karyawan 5.239.385 2.054.732 837.228 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2015 

Dari data tersebut diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di 

Indonesia masih rendah, di mana rasio kepatuhan Wajib Pajak Badan baru 

mencapai 57,09%, Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan 63,22%, dan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Non Karyawan 40,75%. Angka-angka tersebut jauh 

sangat tak berarti bila dibandingkan dengan jumlah total 3 juta lebih 

perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia, serta 93 juta lebih 

penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan. Padahal 

pendapatan dari Pajak Penghasilan memberikan kontribusi terbesar atas 

penerimaan perpajakan. 

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini juga tercermin dari 

kecilnya angka rasio penerimaan pajak terhadap produk domestic bruto, yakni 

baru 13,5% dari penerimaan sekitar Rp. 600 Triliun. Angka ini masih rendah 

bila dibandingkan dengan tax ratio di negara maju yang dapat mencapai 40%, 

dan di negara asia lainnya rata-rata 20%. Disamping itu, pandangan negatif 

yang masih merebak di tengah masyarakat tentang persepsi korupsi pada 

instansi perpajakan juga memegang peranan penting dalam memengaruhi 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. 

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak telah meluncurkan 

program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan 

http://www.pajak.go.id/
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yang secara singkat biasa disebut modernisasi. Adapun program modernisasi 

ini adalah  pelaksanaan good government yaitu penerapan perpajakan.  

Menurut Rahayu (2010:110), modernisasi administrasi perpajakan 

yang dilakukan pada dasarnya meliputi: 

1. Perubahan struktur organisasi; 

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan informasi; 

3. Penyempurnaan manajemen SDM langkah perbaikan dalam 

bidang SDM; dan  

4. Pelaksanaan good governance. 

Dalam pemberlakuan sistem ini, kepatuhan Wajib Pajak diharapkan 

dapat meningkat ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh 

Wajib Pajak secara sukarela. Tetapi dalam kenyataannya, kesadaran yang 

ditunggu-tunggu tidak juga muncul, tercermin dari masih banyaknya wajib 

pajak terdaftar yang belum membayar pajak. Salah satu dari permasalahan 

tersebut dapat dilihat dari rendahnya tingkat WP terdaftar apabila 

dibandingkan jumlah WP potensial di dalam negeri. Hingga tahun 2017 

jumlah WP potensial di Indonesia ialah sebesar 36.031.972. Dari jumlah 

tersebut, jumlah WP yang telah terdaftar hanya berjumlah 9.789.398 atau 

27,16% dari jumlah WP potensial yang ada. (dikutip dari bisnis.tempo.com, 

diakses pada 16 Januari 2017). 

Menurut Soerjono Soekanto (2008), taraf kepatuhan hukum yang 

tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan 

berfungsi-nya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah 

mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan 

melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.  

Dalam kaitannya dengan Pajak, maka dapat dikatakan bahwa 

rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak mencerminkan hukum pajak belum 

berjalan secara efektif di Indonesia. Dapat dibayangkan apabila tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak tinggi maka penerimaan pajak akan menjadi tinggi 
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sehingga dapat membiayai pengeluaran negara, lalu tax gap akan menjadi 

rendah dan penyerapan pajak akan menjadi efektif.  

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Dalam hal modernisasi, masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui dan memahami benar e-system dan cara penggunaannya, serta 

sering terjadinya kendala dari segi teknis dalam sistem online, masih sering 

terjadi penumpukkan data yang akhirnya sistem online tersebut mengalami 

hambatan. Sering terjadinya gangguan/masalah dari segi teknis/jaringan 

dalam sistem online. 

Adapun e-registration merupakan fasilitas dari  administrasi 

perpajakan modern yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam 

rangka perbaikan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi 

dan informasi yaitu dengan penerapan e-system (Rahayu, 2009:128) 

Salah satunya jika terjadi gangguan pada pendaftaran Wajib Pajak 

melalui e-registration yang mengakibatkan data Wajib Pajak yang akan 

mendaftar tidak tercantum. Dengan gangguan teknis dari segi teknologi 

informasi maka data Wajib Pajak yang seharusnya dapat diinput atau 

dimasukkan ke dalam media komputer menjadi terhambat dan mengalami 

penumpukan. Namun, dengan adanya reformasi administrasi perpajakan, 

Wajib  Pajak lebih dapat diawasi.  

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru yaitu PER-

20/PJ/2013 Pasal 1 Ayat 15 menyebutkan: 

“Aplikasi e-registration adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak 

dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 

pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, pemindahan Wajib 

Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara 

online dengan Direktorat Jenderal Pajak”. 

 

Aplikasi e-registration ini telah diterapkan di seluruh Kantor 

Pelayanan Pajak salah satunya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung 

Cibeunying. Dengan adanya aplikasi e-registration ini diharapkan dapat 
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memberikan pelayanan dalam meningkatkan produktivitas, pengurangan 

biaya, dan peningkatan pelayanan yang dapat mendukung pelayanan NPWP 

secara optimal. 

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, 

Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi birokrasi di lingkungannya. 

Reformasi birokrasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak kali ini lebih dikenal 

dengan kata modernisasi. Modernisasi tidak hanya sebatas peraturan 

(kebijakan) perpajakan seperti yang terdahulu, yakni Amandemen Undang-

Undang Pajak, melainkan secara komprehensif dan simultan menyentuh 

instrumen perpajakan lainnya seperti sistem, institusi, pelayanan kepada 

masyarakat Wajib Pajak, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban 

perpajakan, serta tak kalah pentingnya moral, etika, dan integritas petugas 

pajak.  

Konsep modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan 

pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance. Ruang lingkup 

modernisasi meliputi tiga hal. Pertama, restrukturisasi organisasi, Kedua, 

perbaikan business process, dan Ketiga, penyempurnaan sistem manajemen 

sumber daya manusia. Pada intinya, sasaran modernisasi perpajakan adalah 

meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dalam melaksanakan ketentuan 

perpajakan secara uniform untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal 

dengan biaya minimal. 

Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara 

menyosialisasikan peraturan perpajakan baik itu melalui penyuluhan, seruan 

moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan 

perpajakan yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak terhadap kewajiban 

perpajakan bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan 

penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin 

Wajib Pajak diminta patuh apabila mereka tidak mengetahui kapan jatuh 

tempo penyerahan SPT. 
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Persepsi Wajib Pajak yang masih mempersepsikan bahwa pajak 

merupakan pungutan wajib bukan sebagai wujud merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Disamping persepsi Wajib 

Pajak tentang pajak itu sendiri, ditambah persepsi wajib pajak terhadap aparat 

pajak. Selama ini banyak kasus-kasus pajak yang melibatkan para aparat 

pajak. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. 

Salah satu upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 

adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan 

kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 

kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan 

dalam bidang perpajakan (Supadmi:2012). Dalam penelitian Supadmi 

(2010:45) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan harus 

ditingkatkan oleh apparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan 

memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak. Keramah tamahan petugas pajak 

dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam 

pelayanan perpajakan tersebut. 

Penelitian mengenai pengaruh penerapan e-registration terhadap 

modernisasi administrasi perpajakan telah banyak dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada 

modernisasi sistem perpajakan. Sebagai bahan pertimbangan pula dalam 

penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian tersebut. Dalam hal ini, 

terbagi menjadi dua kelompok penelitian terdahulu. Kelompok pertama yaitu 

peneliti yang setuju bahwa adanya penerapan e-registration berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.  

Peneliti-peneliti yang setuju bahwa e-registration mempengaruhi 

adalah, peneliti Melli, Rijal (2012) yang dilakukan di  Tasikmalaya tersebut 

menemukan hasil bahwa ada pengaruh penerapan sistem administrasi 

perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh 

Tan Kwang En (2010), menyatakan bahwa Wajib Pajak memiliki tanggapan 

yang cukup baik terhadap penerapan sistem administrasi perpajakan modern 
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pada KPP Solo. Penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Bandung 

Majalaya oleh Mathius, Tan, dan Joni (2010), menyatakan bahwa ada 

pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian oleh Sinta (2007), mengatakan bahwa 

wajib pajak memiliki tanggapan yang cukup baik terhadap penerapan sistem 

administrasi perpajakan modern, penelitian ini dilakukan di KPP Pratama 

Bandung Bojonegara.  

Penelitian lainnya oleh Handayani (2012) yang dilaksanakan di 

Denpasar Barat mengatakan e-registration tergolong ke dalam kriteria sangat 

efektif dan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Denpasar 

Barat. Penelitian lain oleh Sari dan Agus (2013) menyatakan bahwa 

penerapan sistem electronic meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang 

menggunakan e-registration dibandingan dengan sebelum penerapan e-

registration. Penelitian lainnya oleh Qurrotul (2013) di KPP Pratama 

Surabaya Wonocolo menghasilkan kesimpulan bahwa e-registration secara 

signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Samsiyah (2013) di Aceh menunjukkan 

bahwa payment online system berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. Penelitian Sagita (2008) di Sulawesi dalam penelitiannya 

menunjukkan proses e-registration berpenbgaruh terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh (2017), menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh secara parsial anatara e-registration terhadap 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak.  

Akan tetapi sebaliknya terdapat pula peneliti yang tidak setuju bahwa 

penerapan e-registration berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Monlin (2015), diperoleh hasil 

bahwa penerapan e-registration tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Jakarta Barat. 

Penelitian lainnya oleh Effendi (2012) yang dilakukan di KPP Pratama 

Palembang Ilir Timur menyatakan e-system kurang efektif berdasarkan daya 

Wajib Pajak yang melaporkan menggunakan e-registration. Penelitian oleh 
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Nadeak (2012), menghasilkan kesimpulan bahwa variabel kualistasi sistem e-

registration (X) tidak memiliki peranan siginifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak di KPP Cimahi. Penelitian lainnya oleh Lingga (2009) yang dilakukan 

di Purwakarta menyatakan bahwa e-registration tidak berpengaruh terdap 

kepatuhan Wajib Pajak.   

Penelitian oleh Melly (2011) yang dilakukan di Jatim menghasilkan 

bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tingkat 

pemahaman Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gede 

(2011) yang dilakukan di Bali, menyatakan bahwa e-registration berpengaruh 

negatif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lain oleh Jayanti 

(2017) yang dilakukan di Surabaya, menyatakan bahwa penerapan sistem e-

registration berpengaruh negatif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ariska (2016) di Yogyakarta, menyatakan 

bahwa tidak ada pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lain oleh 

Rysaka (2005) yang dilakukan di Malang Utara, menghasilkab bahwa 

penerapan sistem elektronik tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. Penelitian lainnya oleh Churnia (2016) yang di lakukan di Jawa 

Tengah bahwa e-registration tidak mempengaruhi kesadaran kepatuhan 

Wajib Pajak.  

Melihat dari beberapa hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, terdapat ketidak-konsistenanan pengaruh yang terjadi dalam 

penerapan e-registration terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan 

demikian, terdapat masalah untuk diteliti yaitu tentang penerapan  

e-registration yang dilakukan pada KPP Pratama kota Bandung Cibeunying 

dalam usaha untuk mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintah (good 

government). Adapun pengembangan dari penelitian akan berfokus pada 

sampel berupa Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang melaporkan 

SPT Tahunan. Selain itu, akan dilakukan pengujian terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak setelah diterapkan sistem e-registration. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan e-registration 

terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan program e-registration pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bandung Cibeunying; 

2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan 

setelah diterapkannya program e-registration pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bandung Cibeunying; dan 

3. Apakah terdapat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non 

Karyawan sebelum dan setelah diterapkannya program e-registration 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. 

 

D. Maksud dan Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maksud dan tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan program e-registration pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying; 

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying; dan 

3. Untuk mengetahui peningkatan program e-registration terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cibeunying. 
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E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini 

diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Segi Teori  

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, 

dan juga wawasan mengenai praktek perpajakan di Indonesia dan 

fenomena-fenomena yang terjadi terhadap pajak.  

2. Segi Kebijakan  

Penelitian ini ditujukan untuk bahan pertimbangan untuk menerapkan 

peraturan serta bagi efektifikasi dari kebijakan hukum di bidang 

perpajakan 

3. Segi Praktik  

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini akan dipakai sebagai bahan 

pertimbangan untuk menerapkan hasil dari kajian dalam penelitian ini 

 

 


